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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif A tidak dilambangkan ا
 Ba B Bc ب
 Ta T Tc ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 Kha K ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض




 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wau W We و
 Ha H Ha ھ
 Hamzah „ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 







 Fathah A a ا َ
 Kasrah I i ا َ
 ḍammah U u ا َ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 




 fatḥah dan يَ 
yā‟ 
ai a dan 
i 
 fatḥah dan وَ 
wau 
au a dan 
u 
Contoh : 
 kaifa : ك ْيفَ  
 haula : ھ ْىلَ  
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







 ... ا|ََ ي...
Fathah dan alif atau 
ya‟ 
a a dan garis di 
atas 
 ي






Dammah dan wau u u dan garis di 
atas 
Contoh  
اتَ   mata :ي 
ًَ ي  ر  : rama 
ق ْيمََْ : qila 
ْىتَ َ  ً ي  : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َلَ َ اأْل ْطف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
ه ة ََ اْنف اَض  َْيُ ةَ  د   ً ا ْن : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  al-hikmah :        ا ْنح 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
بَُّ ا  rabbana :ر 
ْيُ ا  najjainah :َ جَّ




Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
 al-falsafah :ا ْنف ْهس ف ة َ
 al-biladu :ا ْنب ال د َ
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
ْرتَ َ أ ي  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو ر   ta‟ muruna :ت أْي 
3. Hamzah akhir 
 syai‟un :ش ْيءَ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  




maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 
bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (ه  ( َّلال
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
ََ ََّلاَّ  ٍ ْي د  Dinullahانَّههب ا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َََھ ىَْ ََّلاَّ ة   ً ْح  Hum fi rahmatillahف ْيَر 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang berlaku 
dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan 
nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  ditulis  dengan  
huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan huruf awal dari kata 
sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 




Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimana ketentuan hukum 
mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial? 2) Bagaimanakah penerapan 
hukum dalam tuntutan bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di 
Kejaksaan Negeri Makassar? 
Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Adapun sumber data dari penelitian 
ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data atau informasi 
yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang dilakukan 
guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Aturan hukum tentang pencemaran 
nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 
tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai aturan khususnya.(2). Sanksi hukum 
pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dipidana paling lama 6 (enam) 
tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sesuai 
dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU ITE. 
Implikasi dari penelitian ini adalah:(1). Perlu dilakukan pengawasan yang ketat 
oleh pemerintah terhadap penggunaan teknoligi informasi, hal ini bertujuan untuk 
mencegah dan menanggulangi secara efisien dan efektif tindakan pencemaran nama 
baik melalui media sosial. (2). Perlu penanaman kesadaran kebebasan berfikir dan 







A. Latar Belakang Masalah 
Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan.Sejak 
kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak - hak kodrat yang melekat 
integral dalam hidupnya.Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana 
pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang dengan 
potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. 
Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain 
manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di 
tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau 
Negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM 
menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang 
lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara 
alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau 
didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam 
perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia 
sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia 





Hak Asasi Manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai 
filsafat bangsa dan Negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila 
mengakomodasi aspek manusia sebagai makhlik individu dan makhluk sosial. 
Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). 
Konsep dasar HAM yang masihbersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang 
lebih kongkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. 
Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan 
lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada 
masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang 
pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk 
mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah 
pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang 
dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis normal HAM ini setidak-
tidaknya pelanggaran HAM terhadap HAM bisa dieleminir. 
Kebebasan berbicara (Inggris: Freedom of speech) adalah kebebasan yang 
mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor 
atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan 
kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang 
digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan 
tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun 




yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan 
konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.
1
 
Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh Undang-Undang seperti UUD 
1945 pasal 28.Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga Negara untuk bebas 
mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang 
mengganggunya.Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu 
hak asasi manusia.Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM 
internasional.Kebebasan berbicara, berekspresi dan kebebasan pers adalah hak asasi 
manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia.Hak tersebut 
harus di jamin.Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO.XVII 
tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik 
Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang 
menyangkut jaminan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, selanjutnya 
kebebasan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yng menyatakan bahwa 
“setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.
2
 
Selanjutnya Pasal 28  F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, 
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, 
                                                          
1
 Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 
2




memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan segala jenis saluran tersedia”.
3
 
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 terbuka akses seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, khususnya melalui adanya jaminan 
kebebasan berpendapat.Hal ini memberikan euphoria bagi masyarakat untuk 
menyampaikan apapun pendapatnya alam berbagai media komunikasi, baik secara lisan 
maupun tulisan.Euphoria kebebasan berpendapat semakin dirasakan masyarakat sejak 
kehadiran internet.Masyarakat dapat dengan mudah berekspresi dan menyampaikan 
pendapatnya melalui sarana internet, salah satunya berupa media sosial. Media sosial 
telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat dan beberapa kegiatan yang 
dapat dilakukan masyarakat melalui media sosial yaitu: Untuk menyalurkan opini 
pribadi kepada publik, merupakan sarana untuk menjalankan usaha, sebagai upaya 
promosi, dan efektif sebagai sarana provokasi dan publikasi. 
4
 
Seiring dengan perkembangan teknologi maka kebebasan berpendapat mulai 
mengalami perubahan terutama dengan maraknya media sosial.Euforia masyarakat 
dalam menyambut keberadaan media sosial sebagai sarana berekspresi dan berpendapat 
ternyata menimbulkan masalah ketika hal tersebut bertentangan dengan ajaran hukum 
dan tidak disertai dengan tanggung jawab atas penggunaan media sosial. Beberapa 
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contoh pelanggaran kebebasan berpendapat dimedia sosial adalah dengan mudahnya 
tersebar konten-konten pornografi, berita-berita bohong dan pencemaran nama baik. 
Dalam menikmati kebebasan berpendapat tersebut ternyata tidak disertai dengan 
adanya pemahaman mengenai esensi dari kebebasan berpendapat dan rasa tanggung 
jawab dalam pelaksanaanya.Masyarakat hanya fokus pada haknya untuk berpendapat 
dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Masyarakat hanya fokus pada haknya 
untuk berpendapat dan lupa akan kewajibannya dalam menggunakan hak 
berpendapatnya tersebut. Selain itu kelemahan dalam penggunaan media sosial di 
Indonesia juga disebabkan oleh tidak adanya pemahaman mengenai etika dalam 
menyampaikan pendapat di media sosial, serta belum adanya ketegasan pemerintah dan 
penegak hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di media sosial. Hal ini dapat 
ditunjukkan melalui banyaknya kasus-kasus hoax dan ujuran kebencian yang dilakukan 
di media sosial. 
Beberapa kasus komunikasi dan informasi yang muncul di media sosial seperti, 
kasus Prita Muliasari, pasien RS.OMNI internasional, kasus saling menghujat antara 
pendukung presiden nomer urut (1) dan nomer urut (2), kasus Benhan yang menyatakan 
M.Misbakhun mantan anggota DPRD DKI Jakarta sebagai pembobol Century, dan 
masih banyak kasus lainnya. Pada kasus Prita, pihak RS.Omni Internasional menilai 
Prita telah melanggar UU ITE No. 11 Tahun 2008 karena mencemarkan nama baik. 
Sedangkan dalam konteks layanan, harusnya RS merespon dengan perbaikan layanan, 




Kehadiran UU ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika dimedia 
sosial, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal 
ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
5
Pertentangan nilai yang muncul antara 
Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak 
semakin banyak yang terugikan-terbungkam. 
Tindak pidana di bidang Informasi dan transaksi elektronik di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau 
sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, electronic data  interchange, surat elektronik (electronic mail), 
telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau 
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 
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Saat ini penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai 
cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media 
online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkonstribusi secara terbuka sebagai 
sarana pergaulan di dunia maya. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang 
informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pencemaran 
nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak 
bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau 
rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, 
dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan 
rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, di permalukan, atau direndahkan.
7
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik 
dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap sesorang. Penghinaan itu harus 
dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan 
maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam Undang –Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) 
pencemaran nama baik di lakukan dengan cara mendistribusikan dan atau 
mentransimisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat 
“mendistribusikan dan/atau mentransimisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik” terlalu umum, sehingga tidak membedakan antara mana 
komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat 
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Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur‟an dan al-Hadis yang mempunyai 
konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad,ghibah, dan 
namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina,mencaci,menjelekkan 
nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau 
memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. 
Ejekan dan hinaan dapat di ungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan 
isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh 
akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat 
menggoncangkan masyarakat.     
Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang menyangkut  harkat dan 
martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan 
sesuatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum Islam berpedoman 
pada dua sumber pokok yang disepakati oleh  para ulama yaitu al-Qur‟an dan al-Hadis. 
Syariat Islam di turunkan untuk melindungi harkat dan matabat manusia.Setiap 
perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun 
sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam 
dijumpai istilah jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara‟ karena dapat 
menimbulkan bagi jiwa, harta , keturunan dan akal (intelegent).
8
 
Namun demikian penerapan hukum diatas ternyata belum bisa di jadikan sebagai 
langkah dan upaya pencegahan terhadap perbuatan seseorang yang menyerang ataupun 
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merusak nama baik orang lain yang dikenal dengan istilah pencemaran nama baik. 
Berbagai bentuk tindakan ini masih marak dilakukan oknum - oknum dengan cara 
menyebarkan berita palsu , menuduh melakukan suatu tindakan tertentu yang buruk , 
bahkan sampai memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam dunia maya untuk 
kejahatan pencemaran nama baik. 
Yang di maksudkan dengan penghinaan telah memandang rendah atau 
menjatuhkan martabat seseorang, ataupun mendedahkan keaiban dan kekurangan 
seseorang dengan tujuan menjadikannya bahan tertawaan. Dengan cara menceritakan 
perihal orang lain dengan tutur kata, perbuatan, isyarat, ataupun dengan cara lain 
dengan maksud dan tujuan yang sama. Tujuannya ialah merendahkan diri orang lain, 
menjadikannya bahan tertawaan, menghina dan memperkecil kedudukannya di mata 
orang ramai dan hukumnya adalah haram. 
At-Thabari menjelaskan bahwa dengan syat ini Allah berkata kepada orang – 
orang yang beriman “Takutlah, wahai orang – orang yang beriman, akan fitnah (ujian 
dan bencana) yang tidak hanya menimpa orang – orang yang zalim saja. Yaitu orang – 
orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang ; baik dosa – dosa besar yang 
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                  
            
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan.Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan 
mereka.kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan 
kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. 
Dengan demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (fitnah) itu erat kaitannya 
dengann menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu setiap orang wajib 
memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan 
rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat, sebagaimana yang di kehendaki oleh 
Islam. 
Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. 
Istilah lain yang di pakai yakni penghinaan. Perbuatan pencemaran nama baik 
merupakan jenis delik aduan. Maksudnya, delik (perbuatan pidana) yang hanya bisa di 
proses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak 
pidana. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II menjelaskan bahwa dalam delik aduan 
penuntutan terhadap delik tersebut di gantungkan pada persetujuan dari yang di rugikan 
(korban). 
Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik salah 
satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan 




intelijen setiap negara. Intelejen dalam proses penegakkan hukum di Indonesia terbagi 
menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisisan Republik Indonesia dan 
intelijen di limgkup kejaksaan. Untuk dapat melakasanaan kegiatan penyelidikan secara 
maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan 
mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, 
kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan 
dan mengolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak 
pidana khusus yaitu tindak pencemaran nama baik. 
Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis ingin mengkaji dan meninjau lebih 
dalam lagi bagaimana penerapan hukum, keterkaitan hak asasi manusia, peran intelijen 
kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Media sosial dengan 
mengangkat judul “ Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di 
Makassar (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)”. 
B.Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian peneliti mengfokuskan penelitiannya mengenaiTinjauan 
Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Makassar ( Studi Kasus 
Kejasaan Negeri Makassar ) 
Mengenai deskripsi fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini yang 




sosial, kedua yaitu mengenai bagaimana penerapan hukum dalam tuntutan pelaku 
pencemaran nama baik melalui media sosial di Kejaksaan Negeri Makassar. 
 
C.Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui 
media sosial? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam tuntutan bagi pelaku 
pencemaran nama baik melalui media sosial di Kejaksaan Negeri 
Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ialah: Tinjauan Yuridis Pencemaran 
Nama Baik Melalui Media Sosial Di Makassar (Studi Kasus Kejaksaan Negeri 
Makassar),Ada beberapa rujukan yang dijadikan acuan dasar, antara lain: 
1. Amiruddin Pabbu, S.H., M.H. dan Rahman Syamsuddin S.H., M.H. dalam 
bukunya yang berisikan sejarah hukum, pengertian hukum, tujuan hukum, pembagian 
ilmu hukum, subjek objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan 
melawan hukum, akibat hukum, sumber dan fungsi hukum, sejarah hukum abad klasik 




2. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H dan Muhammad Nursal, S.H. dalam bukunya 
Asas-asas Hukum Pidanamemberikan kesimpulan mengenai pengertian dari hukum 
pidana bahwa perbuatan yang dikatakan pidana apabila melakukan sesuatu yang tidak 
diperbolehkan dan disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melakukakannya serta 
memberikan penderitaan kepada pelaku dalam hal ini sanksi sebagai efek jera terhadap 
pelaku perbuatan yang melawan hukum. 
3. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-
tindak Pidana tertentu di Indonesia 
4. P.A.F. Lamintang SH. Dan C. Djirman Samosir SH dalam bukunya yang 
berjudul Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari 
hak milik 
5. Edmon Makarim, SH, S.Kom dalam bukunya membahas secara khusus dan 
sangat concern terhadap permasalahan telematika. 
6. Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum pidanamembahas pengertian 
dari hukum pidana, dijelaskan bahwa yang dikatakan hukum pidana jika memuat aturan 
yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat 
yang berupa pidana. Jadi suatu perbuatan dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat 
pidana tersebut makanya penegak hukum tidak dapat langsung menjatuhi hukuman 
seseorang tanpa melihat syaratnya. 
7. Dr. P.A.F Lamintang SH.dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus 
Kejahatan terhadap nyawa, Tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan 




8. Bambang poernomo dalam bukunya prinsip penerapan hukum membahas 
bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi dimana segala peraturannya sudah ada 
dalam hukum lainnya serta pemerintah dalam hal ini pihak yang membuat hukum 
tersebut berhak untuk mengontrol dan memerintahkan untuk mematuhi suatu aturan dan 
jika tidak sesuai dengan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya. 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai pokok - pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perkara pencemaran nama 
baik melaui media sosial 
2. Untuk meninjau bagaimana penerapan hukum dalam tuntutan bagi pelaku 
pencemaran nama baik melalui media sosial di Kejaksaan Negeri Makassar 
Dari hasil penelitian tersebut di harapkan mampu memberikan manfaat - manfaat 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan 
hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai perkara 
pencemaran nama baik di media sosial. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan referensi 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari 
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
10
Menurut Kamus Hukum, kata yuridis 
berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. 
11
Dapat 
disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 
memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. 
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana 
Menurut kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum 
perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau 
siksaan.
12
 Sedangkan menurut Sudarto, hukum pidana adalah memuat aturan-aturan 
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hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu 
suatu akibat yang berupa pidana.
13
 
Menurut Bambang Poernomo hukum pidana adalah hukum sanksi, yaitu:  
1. Hukum pidana adalah hukum sanksi, maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan 
norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan 
sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum 
pidana. 
2. Hukum pidana dalam arti : 
a. Obyektif (ius poenale) meliputi : 
1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam  
dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.  
2) Ketentuan - ketentuan yang mengatur upaya yang dapat di  
pergunakan.  
3) Aturan – aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma - 
norma tersebut. 
b. Subyektif (ius puniendi) yaitu hak Negara menuntut hukum untuk menuntut 
pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. 
14
 
Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang 
lainnya, yang mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikatkan pada suatu 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Itu 
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mempunyai segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri lagi lagi pula 
pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit oleh 
karena itu perlu disebut. Berkesimpulan bahwa : 
a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwewenang). 




Melihat kesimpulan dari paparan pengertian dari hukum pidana tersebut maka 
pengaruh pidana bagi pelaku yang melawan hukum dapat memberikan penderitaan 
terhadap pelaku dan dapat berakibat hak-haknya sebagai masyarakat dicabut oleh 
hukum agar perbuatan yang dilakukannya setimpal dengan hukumannya.Jadi  
penderitaan yang didapatkan agar menjadi bentuk pencegahan untuk tidak mengulangi 
perbuatan-perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan 
masyarakat, bahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak dikehendaki 
atau perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara. 
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
Pengertian Tindak Pidana 
Istilah delik atau Straf bar feit dalam ilmu hukum memiliki banyak 
pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. 
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Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai 
perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana,perbuatan pidana 
dan tindak pidana.  
Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang 
melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti 
bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang 
dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan 
sebagai suatu tindak pidana. 
Menurut Simons, bahwa Straf bar feit ialah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan 
dalam arti luas yang meliputi sengaja (dolus) dan alpa dan lalai (culpa late).
16
 
Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak menggunakan 
istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan 
yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang 





D. Pengaturan tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia 
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Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak 
pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu : 
1. KUHP 
Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang di 
gunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik di atur dalam bab XVI 
tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Pasal 
310 dapat di gunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai 
unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan 
atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang 
supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur 
tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan 
khusus (Lex Specialis). 
2. UU ITE 
UU ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP. Dapat diketahui bahwa 
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial. Pasal 
tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya 
adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya  Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski masih terdapat kekaburan norma 




(3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih di pergunakan oleh 
aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum. 
E. Kejahatan di Media Sosial 
Internet telah mempengaruhi pola hidup manusia atau masyarakat, ternyata ada 
masalah serius yang di hadapi oleh masyarakat berkenaan maraknya internet.Masalah 
itu adalah masalah hukum.Akan tetapi, masalah hukum di dunia virtual tersebut belum 
banyak mendapat perhatian otoritas dan pengguna internet karena pemahaman yang 
masih dangkal mengenai aspek-aspek hukum dari internet atau dari transaksi yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana internet. 
Semua perbuatan hukum di dunia virtual, yang dilakukan oleh manusia-manusia 
yang berada di dunia nyata.Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan 
menggunakan media atau saran internet (yaitu menggunakan computer yang berada di 
dunia nyata).Jasmani manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut 
tidak berada dan tidak hidup di dunia virtual. 
Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet tersebut ternyata 
menimbulkan dampak negatif lain, ialah dalam bentuk perbuatan kejahatan dari 
pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybercrime, yang merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari computercrime. Dalam menjelaskan tantangan cyberlaw 
ini ,Rene L .Pattiradjawane menyebutkan konsep hukum cyberspace,cyberlaw, dan 
cyberline yang dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 




menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik 
pribadi. 
Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, 
dengan kualitas dan kuaantitasnya kompleks dengan variasi modus 
operandinya.J.E.Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat dengan 
kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin 
tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula 
kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksaannya. 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang di berikan orang untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Secara empiris menurut 
B.Simanjuntak definisi kejahatan dapat di lihat dari dua perspektif, pertama adalah 
kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan di rumuskan sebagai perbuatan yang oleh 
Negara di beri pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat 
perbuatan itu.Dalam hukum pidana di sebut dengan tindak pidana.Kedua, kejahatan 
dalam arti sosiologis (kriminilogis) merupakan kejahatan yang dari segi yuridis (hukum 
positif) bukan merupakan kejahatan.Artinya, perbuatan tersebut oleh Negara tidak di 
pidana. 
Hukum pidana membedakan antara kejahatan (devience) dan tindak pidana 
(crime).Kejahatan tidak selalu tindak pidana.Kejahatan hanya merupakan tindak pidana 




oleh suatu undang-undang pidana.Tindak pidana adalah prilaku (commission dan 
omission) yang telah di nyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. 
F. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Pencemaran nama baik adalah perbuatan orang yang secara sengaja membuat 
nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga menyebakan 
karakteristik yang semula baik dan sudah di kenal oleh masyarakat terhadap orang 
tersebut menjadi rusak, buruk atau baik lagi di mata publik. Salah satu tindakan yang 
dapat menyebabkan nama baik seseorang menjadi tercemar adalah fitnah. Namun 
demikian pencemaran nama baik tak selalu di sebabkan oleh fitnah. 
 Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat karena yang satu 
mencerminkan yang lain, yang mana di dalam hak seseorang terdapat kewajiban bagi 
orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di katakana bahwa setiap orang 
memiliki hak untuk tidak di cemarkan nama baiknya dan oleh karena itu terdapat pyla 
kewajiban bagi setiap orang untuk tidak mencemarkan nama baik seseorang. Adapun 
yang menjadi landasan adalah norma agama dan norma kesopanan yang di junjung 
tinggi oleh masyarakat. 
Satjipto Rahardjo menuliskan dalam bukunya bahwa konsep manusia dalam 
hukum tidak membedakan antara manusia yang hidup dan manusia yang khayal, yaitu 
sebagai konstruksi hukum.
18
 Oleh karena itu hukumlah  yang mewakili otorotas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan – kepentingan manusia yang perlu di lindungi 
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dan di atur, maka manusia yang telah mati pun masih di beri tempat dalam hukum. 
Sebagai cintoh perlindungan hukum terhadap bayi yang masih dalam kandungan. 
Begitu pula terhadap orang yang sudah meninggal, ahli waris dari orang yang telah 
meninggal dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik terhadap kerabatnya 
tersebut. 
G. Pencemaran nama baik menurut KUHP  
Tindak pidana penghinaan yang di bentuk oleh undang – undang, baik yang 
bersifat umum,maupun yang bersifat khusus, di tujukan untuk memberi perlindungan 
bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri 
mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang 
memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. 
Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan 
nama baiknya di cemarkan atau di serang oleh orang lain. 
Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang 
merupakan penghinaan umum dan penghinaan khusus yang di atur dalam KUHP. Diluar 
KUHP,terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah 
penghinaan yang di atur di luar Bab XIV KUHP.  Penghinaan khusus tersebut  terdapat 
secara tersebar di dalam jenis - jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan 
khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang - undangan kita, ialah 
penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang 




Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam 
pasal 27 ayat sampai 37. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan 
khusus, di muat dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa : 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  membuat 
dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah 
masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang - undangan di 
Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan di rumuskan dalam pasal 310 
KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. 
Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan 
atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal , yang maksudnya terang 
supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling 
lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) 
menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran 
yang disiarkan, di pertunjukan atau di tempelkan di muka umum, maka yang bersalah, 
karena pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demu kepentingan umum 
atau terpaksa untuk bela diri. 
Dari ketentuan pasal 310, telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu 
dapat berupa:  




2. Menista dengan surat - pasal 310 ayat 2 
Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang 
lain. 
Dengan demikian unsur – unsur pencemaran nama baik atau penghinaan (menurut 
pasal 310 KUHP) adalah : 
- Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, 
dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling 
lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
- Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di 
pertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena 
pencemaran tertulis, di ancam pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
- Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 
terang dilakukan demi keuntungan atau bela diri. 
   Rumusan Pasal 310 ayat (1) tersebut mengandung beberapa unsur penting yaitu : 
- Dengan sengaja  
- Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain  




- Dengan  maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum19 
Jika kita mengacu pada unsur pasal 310 di atas, maka pencemaran nama baik 
dapat ditafsirkan sebagai delik materil. Delik materil merupakan delik yang dapat di 
pidana jika akibat yang dilarang telah muncul.Pencemaran sendiri berasal dari kata 
“cemar” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai 
ternoda kotor atau tercela.Pencemaran di artikan sebagai perbuatan mencemari atau 
mengotori. Sementara itu, kehormatan di artikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari 
pemaknaan yg diberikan KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti 
rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau 
nama baik seseorang, dan perbuatan itu di lakukan dengan melawan hukum atau 
bertentangan dengan etika. 
Oleh karena itu delik – delik pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat 
di pidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat di buktikan di pengadilan. 
Akibat yang dilarang tersebut dapat berupa kerugian materil atau kerugian non materil, 
dan kedua jenis kerugian ini harus bisa di nilai dan di ukur. Di samping kerugian yang 
harus bisa di buktikan senagai akibat dari perbuatan pencemaran, aspek yang lain juga 
perlu di buktikan adalah “menyerang”dan “kehormatan”. Kedua unsur ini menjadi sulit 
di buktikan karena menyerang yang di maksudkan bukanlah menyerang dengan senjata, 
tetapi dengan perkataan.Perkataan ini yang di gunakan pun sulit di ukur, karena bisa 
saja perkataan tersebut merupakan kritik atau keluhan atau sebuah ucapan yang 
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mengandung kebenaran.Sulit membedakan antara menyerang, mengkritik dan 
mengeluh. 
Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun 
tertulis di beri kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar.Kalau tidak 
bisa membuktikan kebenarannya itu namanya penistaan atau fitnah. 
Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk 
penghinaan yang di atur dalam Bab XIV KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat di 
telusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik 
seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu sedangkan kehormatan 
di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian 
seksualitas. 
H. Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang – undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Undang - undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Teknologi dan 
Elektronik (selanjutnya di sebut ITE) adalah produk hukum yang mengatur 
permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang 
dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan 
dalam mengakses di dunia internet adalah pasal 27, pasal 28 , pasal 29. 
Dengan menggunakan pasal - pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran 




dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah 
Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan judicial review 
Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : secara harfiah bahwa unsur di muka 
umum, di ketahui umum, atau di siarkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat di 
terapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan 
dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa pasal - pasal 
tertentu dalam KUHP di anggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan - 
persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia Maya. 
Memang, kaidah hukum Pencemaran Nama Baik itu tak hanya di akomodir oleh 
KUHP tapi juga produk hukum diluar KUHP yang juga menerapkan sanksi pidana, 
dimana produk hukum itu adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Oleh sebab itu, jika merujuk pada putusan Mahkaman Konstitusi 
sebagaimana di sebutkan di atas, maka dalam hal Pencemaran Nama Baik melalui 
internet, hukum yang di gunakan untuk menyelesaikannya adalah UU ITE, bukan 
KUHP. 
Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE sebagaimana yang disebutkan 





1. Setiap orang ; 
2. Dengan sengaja;  
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat di aksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik; 
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang di 
maksud unsur sengaja atau kesengajaan disini adalah orang itu memang 
mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu 
tersebar untuk merusak kehormatan atu nama baik seseorang. 
Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi.Oleh karenanya, 
harus di lihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan”.Sehingga harus ada unsur 
kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, dimana kedua unsur tersebut 
bersifat kumulatif.  Jadi, unsur “tanpa hak mendistribusikan“ ini di tafsirkan : bahwa 
informasi yang mengandung pencemaran itu di sengaja di sebarluaskan atau di 
distribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke 
teman - teman. Akan tetapi, jika menyebarluaskan informasi yang di milikinya hanya ke 
teman - teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak. 
Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan 
kontroversi.Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga di nilai lebih kejam ketimbang Pasal 
Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar 
dalam hal sanksi hukumannya. Karena untuk urusan sanksi pidana , ternyata hukuman 




tanggung yaitu di ancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara , dan angka 
maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa di tahan terlebih dahulu dalam 
proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. 
Kini, bandingkan dengan ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP yang 
notabene produk kolonial Belanda ancaman hukumannya maksimum 4 tahun penjara, 
bahkan pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, 
dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang di 
berikan lebih berat ketimbang KUHP. 
Padahal dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada 
definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau Pencemaran 
Nama Baik. Oleh karena itu,  untuk menentukan apakah telah di penuhinya unsur 
Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya 
saja sayangnya Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal 
Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut.Dalam putusannya MK menyatakan 
Negara berwenang melarang pendistribusian / pentransmisian informasi semacam itu 
sebagai bagian dari perlindungan hak warga Negara dari ancaman serangan penghinaan 
atau Pencemaran Nama Baik.Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga Negara untuk mencari, 
memperoleh, memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyimpan informasi. Namun , 
hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan 




kewenangan Negara untuk mengatur hal tersebut dapat di benarkan guna menciptakan 
situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga , kehormatan , martabat dan nama baik seseorang. 
I. Hukum Islam  
Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat 
kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai 
kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat 
ta‟zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib dll. Hukum pidana Islam 
memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al - Qur‟an yang 
menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan 
perbuatan itu. 
Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada 
hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh 
buruk terhadap hak - hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam 
dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. 
Maka hukum islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga 
menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan perbuatan 
manusia yaitu berupa Ta‟zir yang pelaksanaan hukumannya di serahkan kepada 
penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain 
menetapkan hukuman tersebut seperti di atas, Islam juga mengancam para pelaku 
pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena 






A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, dikumen, peraturan perundang-undangan,karya 
ilmiah, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media 
internet atau literature-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
2. Penelitian Lapangan  
Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
tekhnik wawancara (interview) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara 
langsung terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang telah menangani 
perkara ini.  
B. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian 
dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi 





dengan pertimbangan bahwa kasus pelaku pencemaran nama baik yang ditangani oleh 
pihak Kejaksaan Negeri Makassar benar adanya dan merupakan objek sasaran kasus 
yang diangkat oleh penulis. 
C. Pendekatan Penelitian 
  Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yurudis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji 
masalah pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan hukum yang ada dalam 
undang-undang.  
D. Sumber Data 
Data yang di pergunakan dalam penelitian ini data sekunder, yaitu baham-bahan 
hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas: 
1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lainnya yang berkaitan dengan Bantuan Hukum.  
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan 
tertulis tentang Bantuan Hukum dalam bentuk buku, makalah, wawancara dan 
artikel.  
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang 
berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, 
kamus hukum, dan ensiklopedia. 
 




  Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data, membaca dan 
menelusuri sejumlah buku-buku, dikumen, peraturan perundang-undangan,karya 
ilmiah, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media 
internet atau literature-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  
2. Penelitian Lapangan  
Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
tekhnik wawancara (interview) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara 
langsung terhadap Jaksa di Kejaksaan negeri Makassar yang telah menangani 
perkara ini.  
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian sesudah 
memasuki tahap pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dengan Jaksa yang 
telah memutuskan perkara pencemaran nama baik serta data-data yang di berikan dari 
pihak Kejaksaan. 
 




Data di analisis secara kualitatif dengan berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yuridis adalah 
dengan mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan menghubungkan dengan data kenyataan dilapangan sesuai dengan 
permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian 
ini. Data yang diperoleh dilapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, Normatif 
Logis, dan sistematis dengan Menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif. 
Artinya, data yang diperoleh sesuai yang ada dilapangan digambarkan sesuai kenyataan 
yang sebenarnya. Normatif artinya dasar yang digambarkan untuk menganalisis data 
adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang 
berhubungan dengan permasalahan logis yang artinya dalam melakukan analisis tidak 






PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Ketentuan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial 
Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di 
dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, handphone, dan lain 
sebagainya.komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial 
pada masyarakat, yaitu mengubah prilakunya dalam berinteraksi dengan manusia 
lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manausia, sehingga 
muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.
20
 
Saat ini penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan 
berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah 
sebuah media online yang di gunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara 
terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya. 
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin 
modern sering menyebabkan terjadinya pindak pidana pencemaran nama baik yang 
dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. 
Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian 
perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan 
yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama 
baik di pandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan 
itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 
yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) Pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik di lakukan dengan cara 
mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat di ketahui bahawa terdapat 
kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan 
atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik” terlalu umum, sehingga tidak 
bisa membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana 
komunikasi yang bersifat privat. 
1.Tinjauan Hukum Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Prespektif Hukum 
Pidana 
Dalam hukum di yakini bahwa suatu perbuatan dapat di lakukan oleh suatu 
aturan hukum, yang di larang yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barng siapa yang melanggar larangan tersebut.Dapat juga di 
katakana bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang di 
larang dan di ancam pidana, asal di ingat bahwa larangan di tunjukkan pada 
perbuatan, sedangkan ancaman pidananya di tunukkan kepada orang yang 
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menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya 
yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, 
ada hubungannya yang erat pula, yang satu tidak dapat di pisahkan dari yang lain. 
Kejadian tidak dapat di larang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak 
dapat di ancam pidana, jika karena kejadian yang di timbulkan olehnya.22Dalam 
pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau memenuhi 
unsur-unsur KUHP (asas legalitas).Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan 
pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang telah bersangkutan 
telah dapat di buktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut.23 
Sesuai dengan sifat dan sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling 
keras di bandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang 
lain, idealnya fungsi hukum pidana haruslah di tempatkan sebagai upaya terakhir. 
Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan 
setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar 
kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.  
2.Pengaturan Tentang Penghinaan Di Internet 
Saat ini,ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa 
peraturan. Jika dilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di indonesia 
pertama kali ditemukan pada KUHP dan juga KUHPerdata yang merupakan warisan 
dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.5 Selain itu, beberapa 
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undang-undang organik juga mengatur mengenai penghinaan dan ancaman 
hukuman terhadap pelakunya. 
Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berupa batasan atas hak 
kebebasan berekspresi yang diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah 
melakukan perbuatan tertentu. Namun demikian, pengertian penghinaan dan 
perbuatan turuannya belum bisa ditemukan pengaturannya di Indonesia secara 
definitif.Sehingga, untuk memahami penghinan, kita hanya dapat merujuk pada 
perumusan delik-delik pidana pada Bab Penghinaan di KUHP. 
Sedangkan dalam prakteknya, Komite Hak Asasi Manusia PBB selalu 
menekankan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dibuat dengan sangat hati-
hati untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghambat kebebasan 
berekspresi. Komite mengatakan, bahwa hukum pencemaran nama baik tidak dapat 
dikenakan terhadap suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari 
kebebasan berependapat. Harus ditegaskan pula di dalamnya, ada tujuan yang lebih 
luas bagi kritik terhadap pejabat negara, dalam setiap peristiwa, kepentingan publik 
dapat diakui sebagai pembelaan. Sejalan dengan penegasan ini, Pengadilan HAM 
Eropa pada tahun 2010, di dalam putusannya menyatakan bahwa hukuman atas 
tindakan pidana pencemaran nama baik, terhadap seseoran yang mengkritik 
seseorang yang menyandang mandat publik adalah tidak proporsional dengan tujuan 
yang sah untuk melindungi reputasi dan hak-hak orang lain. 
Di Indonesia, ketentuan mengenai pembatasan kebebasan berekspresidiatur 




tidak mendefinisikan penghinaan dalam penjelasan pengertian sebagaimana diatur 
dalam pasal 86 sampai dengan 102 KUHP yang memuat definisi beberapa istilah 
yang dipakai.Penghinaan diatur secara tersendiri dalam Bab Penghinaan pasal 310-
321 KUHP. 
Melalui tafsir sistematik, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum 
perbuatan pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama 
baik seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan melihat padatiga ketentuan umum yang 
mendasari delik-delik penipuan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) 
KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau 
bentuk- bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); 
pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan 
(pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan 
penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321). Dengan demikian 
dapat dilihat bahwa tiga peraturan yang pertama merupakan pengertian dasar 
(genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi 
khusus menjadi bentuk delik penghinaan.Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi 
atau ditegakkan dalam pasal‐pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI 
KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/publik”. 
Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan 
Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan 
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, 




perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya 
dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. 
Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di 
media maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku 
penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. 
Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk dikriminalisasi dalam hal 
yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses 
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiiki muatan penghinaan 
dan/atau pencemaran nama baik. Ketetentuan ini juga tidak secara definitif 
menjelaskan mengenai pengertian Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. 
Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur normahukum 
pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana 
penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena terdapat unsur 
tambahan yang khusus karena terdapat perkembangan hukum di bidang teknologi 
informasi/siber. 
3. Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Presiden mengeluarkan Undang-undang informasi transaksi dan elektronik 




negara-negara lain, kesulitan-kesulitan yang di alami adalah pada perangkat hukum 
atau undang-undang teknologi yang belum ada sehingga pihak kepolisian masih 
ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, untuk itu di perlukan 
suatu perangkat UU yang dapat mengatasi masalah ini yang sebagaimana sekarang 
telah adanya perangkat hukum yang telah mengatur khusus tentang perkara di media 
sosial dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi  transaksi dan 
Elektronik adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus 




Di dalam pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi 
transaksi dan elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana yang 
menyatakan bahwa: 
1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
2) Setiap orang dan tanpa sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan perjudian. 
3) Setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik 
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dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman. 
Sedangkan pasal 28 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa: 
1) Setiap orang dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarakan berita bohong 
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi 
elektronik. 
2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di 
tunjukkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras dan antar 
golongan (SARA). 
Dalam pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik terdapat asas dan 
tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan teknologi 
informasi dan transaksi elektronik di laksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, 
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Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah dan ada yang bersifat 
larangan. Norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang untuk 
berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut
26
. 
Norma yang bersifat larangan merupakan norma yang melarang orang berbuat 
sesuatu dan jika orang tersebut berbuat sesuatu yang di larang maka ia melanggar 
norma tersebut. 
Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik telah disebutkan dalam beberapa pasal perbuatan-perbuatan yang di 
larang mencakup bidang informasi dan transaksi elektronik. Termasuk di dalamnya 
pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. 
4. Pengertian Pencemaran Nama Baik 
Pennghinaan atau defamation secara harfiah diartikan sebagai suatu tindakan 
yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Menurut R. Soesilo, dalam 
bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kometar – 
komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal (1991), berdasarkan ketentuan yang 
ada dalam KUHP, ada enam macam penghinaan, yakni: menista, menista dengan 
surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan 
secara memfitnah. Ketentuan dalam KUHP yang fokus mengatur tentang 
Penghinaan ada pada Bab XVI Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Pasal 310 
menyatakan : (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
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seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama semnilan bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilkukan dengan tulisan 
atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
maka di ancam karena pencemaran nama tertulis dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 
jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. 
Sedangkan Pasal 311 KUHP sebenarnya menjelaskan tentang fitnah. Pasal 311 
KUHP menyatakan: (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau 
pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak 
benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan betentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.  
Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana 
harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang 
tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).” 
Perbuatan tertentu di maksud, tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, 
artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan. Tuduhan tersebut harus dilakukan 
dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka 
penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)” dan 




tulisan maupun fitnah, sebagaimana diuraikan diatas hanya dapat dituntut apabila 
ada pengaduan dari orang yang dirugikan, yang dalam hukum pidana dikenal 
dengan istilah delik aduan.Sedangkan objek dari penghinaan tersebut harus manusia 
perseorangan, maksudnya pemerintah, suatu perkumpulan, golongan masyarakat 
dan lain-lain. Penghinaan menurut pasal 310 ayat (3) tidak dapat dihukum apabila 
tuduhan atau penghiaan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau 
terpaksa untuk “membela diri. Sedangkan untuk kejahatan fitnah sebagaimana diatur 
menurut pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan dimuka umum, sudah cukup bila 
dapat dibuktikan debgan ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. 
Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni: 
Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat 
subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran bergantung pada pihak yang 
diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik 
aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari 
korban pencemaran. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, 
artinya subtansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau 
dilakukan didepan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran 
nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik 
seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.  
Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai 




nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma 
agama jika ynag dituduhkan mengandung unsur fitnah. 
Pencemaran nama baik saangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan 
dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik 
dan keh ormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat di 
golongkan menjadi: a) Terhadap pribadi perorangan, b) Terhadap kelompok atau 
perorangan, c) Terhadap suatu agama, d) Terhadap orang yang sudah meninggal, e) 
Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala Negara atau wakilnya 
dan pejabat perwakilan asing. 
5. Sanksi Hukum Pelaku Dengan Unsur Pencemaran Nama Baik 
Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik hukum pidana dapat di artikan sebagai keseluruhan peraturan 
hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya di 
pidana dan pidana-pidana yang seharusnya di kenakan. Definisi ini mencakup 4 




Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang 
di anut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) 
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yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu 
nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
28
 
Menurut D. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan 
larangan, yang pelanggarannya di ancam dengan suatu nestapa khusu berupa 
“pidana” oleh negara atau yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, 
dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.
29
 
Van Bemmelen secara eksplisit mengertikan hukum pidana dalam dua hal, 
yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.Menurutnya, hukum pidana 
materiil terdiri atas tindak pidana yang di sebut berturut-turut, peraturan umum yang 
dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang di ancamkan terhadap 
perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur bagaimana cara 
bagaimana acara pidana seharusnya di lakukan dan menentukan tata tertib yang 
harus di perhatikan pada kesempatan itu.
30
 
Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan hukum 
publik.Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh 
hukum pidana adalah kepentingan hukum, sehingga kedudukan negara dengan alat 
penegak hukumnya menjadi dominan.Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas 
menyatakan hukum pidana memang merupakan hukum publik. 
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Dalam konteks sumber hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) menjadi sumber hukum utama.Hingga saat ini KUHP sendiri masih 
dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum 
pidana.Semua peraturan perundang-undangan hukum pidana.Semua peraturan 
perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang 
disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama 




Selain KUHP, sumber hukum pidana adalah semua peraturan perundang-
undangan di luar KUHP baik yang di kategorikan sebagai hukum pidana khusus 
maupun hukum pidana administrasi. Undang-undang adalah peraturan-peraturan 
tertulis yang di buat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat 
setiap orang selaku warga negara.Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, 
apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu di buat secara formal dan di 
undangkan secara resmi.Semua itu menjadi sumber hukum dan bahan secara acuan 
untuk penegak hukum. 
Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana 
berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan, maka di kenal asas-asas 
tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat.Berkaitan 
dengan waktu asas yang berlaku didalamnya adalah asas legalitas (principle of 
legality).Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat 
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fundamental dan begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum 
pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. 
Secara materil unsur pencemaran nama baik di media sosial merupakan 
tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai 
dengan kejadian yang sebenarnya. Maka dapat diartikan bahwa pelakunya adalah 
seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai 
dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial dan dapat dijabarkan 
bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan/tindak yang bisa dikategorikan dalam 
tindak pencemaran nama baik, perbuatan/tindak pidana tersebut yaitu: 
1) Pencemaran nama baik dan penghinaan 
Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi 
tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan 
orang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik : 
a) Pasal 310 KUHP yang menyatakan : 
1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang 
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah 
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam 




tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa membela diri 
b) Pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi 
dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja 
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik”. 
 
B. Penerapan Hukum Dalam Tuntutan Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik 
Melalui Media Sosial di Kejaksaan Negeri Makassar 
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Makassar  
Kejakasaan Negeri Makassar (Kejari Makassar) secara structural terletak 
dibawah Kejakasaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kejaksaan 
Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 
145,73 kilometer persegi, jumlah penduduk mencapai lebih dari 1.707.767 jiwa 
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.719 per kilometer persegi, dan 




Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar yaitu menaungi polres Makassar 
dan 12 polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Makassar. 
2. Penerapan Hukum Secara Formil 
Locus Delicti Pada Surat Dakwaan 
Locus Delicti menunjukkan tempat terjadinya pindak pidana. Selain itu, 
dalam hukum pidana di kenal juga istilah tempus delicti yang menunjukkan 
waktu terjadinya suatutindak pidana, semua unsur yang tercantum dalam delik 
harus di catat pada surat dakwaan. Hal ini mencakup waktu dan tempat kejadian, 
jika tidak, maka dakwaan batal demi hukum. 
Kegunaan locus delicti adalah untuk menilai apakah perundang-
undangan hukum pidana di Indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana yang 
dilakukan atau tidak.Hal ini berhubungan dengan pasal 2-8 KUHP.Kedua, locus 
delicti juga di gunakan untuk menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan 
pengadilan.Artinya kejakasaan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili 
suatu perkara tindak pidana.Ketiga locus delicti berguna untuk menunjukkan 
adanya tempat tertentu yang telah di tentukan dalam perumusan delik.Misalnya, 
delik harus di lakukan di muka umum (Pasal 160 dan 281 KUHP). Sedangkan, 
tempus delicti beberapa kegunaan dalam system peradilan pidana antara lain 
untuk menilai:  
- Apakah suatu tindak pidana pada waktu di lakukan sudah di larang dan di ancam 




- Apabila terjadi perubahan Undang-Undang, peraturan mana yang di kenakan, 
yang lama atau yang baru? (Pasal 1 ayat 2 KUHP)  
- Apakah pada waktu melakukan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan 
atau tidak (Pasal 44 KUHP) (pasal 45 KUHP)  
- Batas waktu mengajukan pengaduan (Pasal 74 KUHP) 
- Batas waktu menarik kembali pengaduan, dalam waktu sebulan setelah 
pengaduan di lakukan (Pasal 75 KUHP) 
- Daluwarsa tindak pidana, di mulai sejak hari dilakukannya (Pasal 79 KUHP)  
- Tertangkap tangan (Pasal 79 KUHP)  
Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa terdakwa Maqbul Halim Bin 
Abdul Halim pada hari sabtu tanggal 7 April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Warkop Olala Ruko 
Topaz Jl. Boulevard Makassar / belakang Ramayana Makassar atau setidak-tidaknya 
di suatu tempat lain yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat di 
aksesnya informasi transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan yang melanggar kesusilaan. 
Penentuan locus delicti dalam suatu perkara tindak pidana adalah hal yang 
kompleks. Dalam tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana dapat melakuklan 
niat jahatnya di satu tempat dan tujuan dari niat jahatnya ini terjadi di tempat lain. 
Dalam proses pelaksanaan tindak pidana tersebut mungkin saja terjadi tindak-tindak 




pidana dan procedural pidanabeserta ahli teknologi informasi sangat di butuhkan 
dalam menentukan locus delicti tersebut.Akan tetapi, pada prakteknya, secara 
konkret dapat di gambarkan bahwa yang menjadi perhatian pihak kepolisian dalam 
tindak pidana cyber (dunia maya) adalah lokai hard disc berada.Dengan atau melalui 
hard disc ini di duga pelaku telah melakukan satu tindak pidana. 
3. Penerapan Hukum Secara Materil 
a) Bentuk Surat Dakwaan: Menggunakan UU ITE Tanpa merujuk KUHP 
Dalam surat dakwaannya, JPU menguraikan kronologis  peristiwa terjadi 
Terdakwa memposting  kata-kata/kalimat-kalimat yang berisikan “Apa yang 
Appi @appimika takutkan hadapi langsung lawannya, Danny Pomanto di TPS? 
Bukankah ACU didukung penuh 43 dari 50 anggota DPRD 
Sulsel?#PilkadaMakassar#DIAmi#PilkadaSerentak. Disertai upload foto 
serombangan laki-laki dan perempuan dengan keterangan BBT Sarankan Danny 
Angkat Bendera Putih. (7 April 2018, 12:14wita)”. Terdakwa memposting kata-
kata/kalimat-kalimat tersebut di atas dalam akun twitter bernama MH Maqbul 
Halim @maqbulhalim melalui media sosial twitter dengan menggunakan 
handphone type J5 prime merk Samsung. Bahwa terdakwa mengakui bahwa 
postingan kata-kata/kalimat-kalimat tersebut di atas masih berada atau tertulis 
ataun termuat dalam akun bernama MH Maqbul Halim @maqbulhalim di media 
sosial bernama twitter sampai saat ini. Bahwa penggunaan kata-kata/kalimat-
kalimat pada kalaimat AppiCicu (ACU) takut hadapi lawannya DIAmi?ACU 




pengusaha Aksa Mahmud pendiri dan pemilik Bosowa, kedua tokoh ini juga 
pengusaha papan atas Indonesia. 
Disini nama Aksa Mahmud ditulis secara lengkap, dimana hal ini tentu 
sangat menyakitkan orang yang di tuliskan namanya karena pembaca dapat 
menafsirkan seolah-olah ynag bersangkutan yaitu Aksa Mahmud membeking 
salah satu pihak dalam AppiCicu, hal ini berpotensi menyinggung perasaan 
orang atau menistakan atau memandang rendah yaitu penghinaan dan kata-kata 
tersebut di informasikan melalui internet dan transaksi elektronik baik dengan 
cara mendistribusikan maupun mentransmisikannya sehungga orang lain dapat 
meng akses, membaca atau dibaca orang lain/publik. Bahwa Aksa Mahmud di 
tulis secara lengkap dalam postingan tersebut dalam hal ini pembaca 
menafsirkan seolah-olah saksi korban Aksa Mahmud yang membeking atau 
mensetting untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar Appi-Cicu. 
Atas perbuatan tersebut, JPU kemudian mengenakan terdakwa dengan 
dakwaan tunggal menggunakan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE. 
Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang  
2. Dengan sengaja dan tanpa hak  
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 




Namun demikian, JPU tidak menggunakan pasal penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP melainkan hanya 
mencantumkan ketentuan pada UU ITE saja. Jika melihat faktanya, inti dari 
permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan terdakwa yang 
kemudian membuat korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. 
Penggunaan dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada UU ITE 
tersebut bertentangan dengan Putusan MK No.50/PUU-VI/2008 dan No.2/PUU-
VII/2009 mengenai judicial review terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE. 
4. Kasus Posisi 
apa yang Appi @appimika takutkan hadapi langsung lawannya, Danny 
Pomanto di 
TPS?BukankahACUdidukungpenuh43dari50anggotaDPRDSulsel?#PilkadaMak
assar#DIAmi#PilkadaSerentak.Disertai upload foto serombongan laki-laki dan 
perempuan dengan keterangan 
“BBT Sarankan Danny Angkat Bendera Putih”.( 7 April 2018, 12:14 wita). 
a. Terdakwa memposting kata-kata/kalimat-kalimat tersebut diatas dalam akun 
Twiter bernama MH Maqbul Halim@maqbulhalim melalui social media Twiter 
dengan menggunakan Hndphone Type J5 Prime merk Samsung milik saya 
No.IMEI1:353421085316892/01, No.IMEI2:353422085316890/01, SN : 
RR8HC001TTJ. 
b. Bahwa terdakwa mengakui pemilik akun Twiter bernama MH Maqbul Halim 




akun MH Maqbul Halim@maqbulhalim di medsos Twiter sejak tahun 2012 
dimana akun tersebut masih aktif terdakwa pergunakan dalam medsos Twiter 
samai sekarang ini. 
c. Bahwa terdakwa mengakui bahwa postingan kata-kata/kalimat-kalimat tersebut 
diatas masih berada atau tertulis atau termuat didalam akun bernama MH 
Maqbul Halim @maqbulhalim di media sosial bernama Twiter sampai sekrang 
ini. 
d. Bahwa penggunaan kata-kata/kalimat-kalimat pada kalimat kenapa AppiCicu 
(ACU) takut ahdapi alwannya DIAmi? ACU adalah keluarga dan kerabat pak 
Wakapolri Sayfruddin Kambo, Wapres Pak JK dan pengusaha Aksa Mahmud 
pendiri dan pemilik Bosowa, kedua tokoh ini juga pengusaha papan atas 
Indonesia. 
Disini nama Aksa Mahmud ditulis secara lengkap, dimana hal ini tentu 
sangat menyakitkan orang yang dituliskan namanya karea pembaca dapat 
menafsirkan seolah-olah yang bersangkutan yaitu Aksa Mahmud membeking salah 
satu pihak dalam hal AppiCicu, hal ini berpotensi menyinggung perasaan orang atau 
menistakan atau memandang rendah yaitu penghinaan dan kata-kata tersebut 
diinformasikan melalui internet dan transaksi elektronik baik dengan cara 
mendistribusikan maupun mentransmisikannya sehingga orang lain dapat men 
akses, membaca atau dibaca orang lain / public. 
Bahwa AKSA MAHMUD ditulis secara lengkap dalam postingan tersebut 




yang membeking atau men setting untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota 
dan Wakil Walikota Makassar APPI-CICU. 
e. Bahwa kata-kata/kalimat-kalimat tersebut diatas dapat menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
yang indikatornya berdasarkan suku,agama, rasdan antar golongan (SARA) 
dimana antar golongan disini sama saja artinya dengan antar kelompok dalam 
hal ini kelompok APPICICU dengan kelompok DIAmi. 
f. Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, 
ras, dan antar golongan (SARA), adalah perbuatan yang merendahkan manusia, 
merampas hak asasi dan kebebasan individu dan/ atau kelompok lain, bahkan 
bias berakibat munculnya konflik anar individu atau antar kelompok bahkan bias 
menimbulkan kebencian kolektif hingga memunculkan penyerangan yang tidak 
hanya di social media tapi juga di kehidupan fisik. 
g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan apa yang diposting oleh terdakwa 
dapat dilihat oleh semua orang dan kata-kata/kalimat-kalimat tersebut diatas 
berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu dan yang saling memahaminya dan merasakannya 




Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
45A ayat (1) Jo.Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 Tentang perunbahan 
atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
5. Analisis terkait Pencemaran Nama baik melalui Media Sosial di 
Kejaksaan Negeri Makassar 
Dalam membuktikan bagian unsur dengan tanpa hak,  JPU menafsirkan 
bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak termasuk juga perbuatan yang 
bertentangan dengan hak orang lain. Penafsiran tersebut jelas tidak sesuai 
dengan konteks pengaturan dalam UU ITE. Tanpa Hak dalam kasus ini diartikan 
sebagai perbuatan terdakwa yang melanggar hak orang lain yaitu korban. 
Namun demikian, jika kita melihat pengaturan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, 
pasal ini bertujuan untuk menjerat pelaku yang menyebarluaskan IE dan/atau DE 
yang bermuatan negatif tanpa hak. Artinya, selama penyebarluasan tersebut 
dilakukan dengan cara yang sah, maka pasal ini tidak tepat dikenakan terhadap 
terdakwa. 
Rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE menekankan pada perbuatan 
menyebarluaskan melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen 
elektronik.Rumusan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada perbuatan 
menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu.Hal ini berbeda 
dengan rumusan delik penghinaan pada KUHP.Dalam pasal 310 ayat (1) 




menuduhkan sesuatu hal. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan 
penghinaan di KUHP ditujukan terhadap orang yang secara langsung menghina 
seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal atau perbuatan, tanpa 
memperdulikan sifat perbuatan tersebut apakah secara sah atau tanpa hak. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal 27 ayat (3) tidak tepat untuk 
dikenakan terhadap pelaku utama penghinaan, pasal ini merupakan delik 
penyebarluasan secara tanpa hak atas suatu tuduhan yang memuat unsur 
penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik berupa informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik.Dengan demikian, penulis berpendapat 
bahwa rumusan pasal 27 ayat (3) akan tepat digunakan terhadap orang yang 
dengan sengaja menyebarluaskan suatu pernyataan penghinaan di internet. 
Terhadap penghinaan itu sendiri pada dasarnya akan lebih tepat apabila 
dikenakan dengan pasal penghinan sebagaimana diatur dalam KUHP.Jika 
dikaitkandengan kasus ini, justru terdakwa bukanlah orang yang bertanggung 
jawab atas perbuatan sebagaiamana didakwakan oleh JPU. Hal ini dikarenakan 
terdakwa melakukan perbuatannya secara sah yaitu terdakwa menggunakan 
media sosial twitter yang tidak dinyatakan sebagai media sosial yang terlarang 
atau dibatasi penggunaannya di Indonesia. Hal ini tidak disorot oleh JPU, 
padahal karakteristik dari twitter merupakan media sosial yang membatasi 
penyebaran informasi dengan mekanisme “follow”. Artinya, pesan atau 
informasi hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang merupakan follower dari 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menari 
kesimpulan sebagai berikut:  
1.  Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial 
terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informsi dan 
Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (lex spesialis). Delik pencemaran 
nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, 
suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya 
masyarakat Indonesia.  
2.  Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.  
  B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran dari penulis adalah:  
1.  Perlu di lakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap 





menanggulangi secara efisiendan efektif tindakan pencemaran nama baik 
melalui media sosial.  
2. Perlu penanaman kesadaran kebebasan berfikir dan berekspresi yang baik dan 
benar pada masyarakat, sebab pengungkapan hasil pikiran dalam bentuk apapun 
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